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“Mitos Peradilan Bersih”
(Ketika Etika Mulai Tergerus
dan Menjadi Barang Langka)

Dr. Anthon E Susanto, S.H., M.Hum?

’endahuluan

senantiasa mendapat perhatian (sangat) besar. Hasil
survei atau jejak pendapat berbagai elemen masyarakat
entang hal ini terfokus pada kinerja (fungsi) peradilan dalam
masyarakat,” yang bertumpu pada persoalan “penegakan hukum”,
yaitu bagaimana struktur dan substansi hukum bekerja. Sedangkan
aspek budaya hukum jarang disentuh, padahal posisinya sangat
denting karena melalui kultur yang kuat maka penegakan hukum
bleh peradilan menjadi semakin mumpuni.

. ari hasil penelitian di banyak negara, kinerja peradilan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dan juga Tenaga Ahli
di Komisi Yudisial.

Beberapa telaah sistem peradilan di negara negara maju selalu berbicara
tentang fungsi dari sistem peradilan itu atau berbicara lebih khusus
mengenai tujuan tujuan dari peradilan kaitannya dengan kehidupan
masyarakat. Beberapa tulisan kita temukan dalam berbagai pendapat
Rescoe Pond, Cardozo, Holmes. Lihat dalam L.B. Curzon, Jurisprudence,
Cavendish Publishing, 1975, him. 184, Lihat pula dalam Ahmad Ali, Sosiologi
Hukum, Kajian Empiris terhadap Pengadilan, STIH, Iblam, Jakarta 2004.
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PROBLEMATIKA

ada buku bergenre Bunga Rampai ini

“."_*- al
/‘7 pakar hukum dan praktisi hukum berupaya
: \ mengurai benang kusut Problematika

Hukum dan Peradilan di Indonesia. Komisi Yudisial
; berusaha menyatukan pemikiran para penulis yang
'x*" o .| terpisah-pisah dalam satu buku Bunga Rampai.

: iz Bunga Rampai ini terdiri dari empat bab. Bab |
mengemukakan tentang relasi antara demokrasi,
hukum, dan reformasi peradilan di Indonesia saat
ini. Selain itu juga dimuat tentang pendekatan sistem
hukum berdasarkan struktur, substansi, dan kultur
yang merupakan suatu bentuk klasifikasi persoalan

hukum. Bab |l menguraikan tentang pembangunan hukum, penegakan hukum,
dan budaya hukum di Indonesia.

Pada Bab Il memaparkan tentang relasi antara Komisi Yudisial dan peradilan bersih.
Dijelaskan bahwa kehadiran Komisi Yudisial sangat strategis untuk menjadi bagian
mengisi gerakan negara hukum baru dengan mengembangkan gerakan afirmatif
tertentu di dalam kewenangannya, serta membuka akses ke keadilan guna menjawab
kebutuhan peraturan perundang-undangan yang responsif, dan non diskriminasi;
memastikan tersedianya institusi komplain yang dapat diakses; memastikan adanya
prosedur penanganan komplain berjalan fair dan efektif, serta terdapatnya manusia
pelaksana prosedur komplain memiliki integritas dan kompetensi. Sementara pada
bab terakhir berisi tentang harapan terhadap peradilan bersih.
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